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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 

berkatnya yang selalu melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas proposal 

pengajuan penelitian sebagaiamana mestinya. Proposal ini berjudul “Evaluasi Penerapan 

Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)  Berbasis Rukun Tetangga Pada Bidang 

Infrastruktur Di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri” yang pada dasarnya ditujukan 

untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang dituju dari  implementasi PRODAMAS, 

serta  menganalisis kesenjangan dalam pelaksanaan PRODAMAS untuk kedepannya. 

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini tak akan dapat terselesaikan tanpa 

bantuan dan dukungan dari orang-orang disekitarnya yang sesalu memberikan dukungan dan 

arahan dalam menjalani prosedur-prosedur pada penelitian ini. Oleh karena itu penulis sangat 

berterimakasih kepada bapak Bagus Ramadhan S.T., M.Eng selaku dosen pembimbing. Dengan 

kesabaran serta keasikannya dalam pembawaan materi, sehingga materi yang disampaikan 

dapat terserap dengan baik dan membuka wawasan yang lebih luas. Terimakasih yang sebesar-

besarnya teruntuk : 

1. Orang tua yang selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian 

ini, serta mendukung dalam memberikan semangat dan perhatian. Dengan adanya hal 

tersebut semangat baru terus mengalir tanpa batas, 

2. Seluruh dosen pengampu matakuliah prodi perencanaan wilayah dan kota, yang telah 

berjuang dan berusaha untuk membimbing, sehingga dapat membentuk karakter yang 

baik dan memiliki pola pikir yang lebih terarah, 

3. Teman-teman seperjuangan, dengan adanya teman yang tepat, maka karakter kita akan 

terbentuk menyesuaikan lingkungan sekitar dan akan berdampak positif pada diri kita 

sendiri, 

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan. Segala 

kekurangan yang mungkin terdapat di dalamnya ibarat pepatah mengatakan: tiada gading yang 

tak retak (segala sesuatu pasti ada kekurangannya). Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan 

ejaan maupun penulisan, penulis memohon maaf penulis juga mengharapkan pembaca dapat 

memberikan kritik dan saran yang dapat membangun semangat penulis agar bisa tekun dan 

menyelesaikan proposal ini menuju kesempurnaan. 

 

 

 



ABSTRAK 

Kelurahan Banjaran menghadapi beberapa masalah dalam bidang infrastruktur, terutama 

rendahnya usulan pengembangan infrastruktur serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

memperbaiki dan memelihara fasilitas yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

Pemerintah Kota Kediri menerapkan kebijakan PRODAMAS PLUS, di mana setiap RT 

menerima dana sebesar 100 juta rupiah per tahun guna mendukung pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Perwali Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus, yang berlaku sejak 

tahun 2021 hingga berakhirnya masa kebijakan ini. Meskipun kebijakan ini telah berjalan, 

masih terdapat potensi kesenjangan (gap) antara perencanaan dan implementasi di lapangan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk menganalisis sejauh mana PRODAMAS PLUS 

mampu menjawab permasalahan infrastruktur di Kelurahan Banjaran. Evaluasi ini berfokus 

pada identifikasi perbedaan antara target dan realisasi program, hambatan yang dihadapi, serta 

dampaknya terhadap masyarakat. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif.  Penelitian ini difokuskan pada bidang infrastruktur dengan tujuan 

menganalisis evaluasi penerapan Prodamas Plus di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota 

Kediri yang menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang meliputi enam 

indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah memenuhi enam indikator 

evaluasi kebijakan tersebut. Namun, ditemukan masalah berupa kurangnya koordinasi antara 

pengurus RT dan kelompok masyarakat (Pokmas) yang bertanggung jawab dalam pelaksana 

dan pengurus pembiayaan serta pengadaan barang melalui Prodamas Plus. Saran yang 

diberikan adalah diperlukan komunikasi dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang 

bersifat wajib supaya masyarakat dan pengurus RT memperoleh pertanggungjawaban dari 

pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur yang dibiayai oleh Prodamas Plus. 
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ABSTRACT 

The Banjaran Subdistrict faces several infrastructure issues, particularly the low 

number of proposed infrastructure developments and the lack of public awareness in 

maintaining and improving existing facilities. To address these challenges, the Kediri City 

Government has implemented the PRODAMAS PLUS policy, which allocates IDR 100 million 

per year to each neighborhood association (RT) to support community development and 

empowerment. This policy is regulated under Mayoral Regulation (Perwali) No. 23 of 2020 

concerning the Technical Guidelines for the Implementation of the Plus Community 

Empowerment Program, which has been in effect since 2021 and will continue until the policy 

period ends. Despite its implementation, there remains a potential gap between planning and 

on-the-ground execution. Therefore, an evaluation is necessary to analyze the extent to which 

PRODAMAS PLUS has addressed infrastructure issues in the Banjaran Subdistrict. This 

evaluation focuses on identifying the discrepancies between program targets and actual 

implementation, the challenges encountered, and the program's impact on the community.   

The research method used in this study is qualitative, employing a descriptive research 

approach. The study focuses on the infrastructure sector, aiming to assess the implementation 

of PRODAMAS PLUS in the Banjaran Subdistrict, Kediri City, using William N. Dunn’s policy 

evaluation theory. This theory includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, 

equity, responsiveness, and accuracy. Data collection methods include observation, interviews, 

and documentation. The data analysis techniques involve data collection, data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing.  

The research findings indicate that the policy implementation meets all six evaluation 

indicators. However, issues were identified, particularly a lack of coordination between RT 

administrators and community groups (Pokmas) responsible for program execution, financial 

management, and procurement under PRODAMAS PLUS.  As a recommendation, improved 

communication and coordination are essential for the mandatory activities so that the 

community and RT administrators can ensure accountability in the implementation of 

infrastructure projects funded by PRODAMAS PLUS.   
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